
Meogingat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG 
NOMOR /0 TAHUN 2010 

TENTANG 
PENGELOLAAN BARANG 

MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Oatam Negeri 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pel~ksanaan 
Pengelolaan Barang Daerah maka perlu diatur dan ditetapkan 
pengelolaan barang millk Pemerintah Kabupaten Lebong; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dafam 
huruf a pertu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan 
Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang - Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158): 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Oasar 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2013); 

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828}; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyetenggaraan 
Negara Yang Berslh dan Bebas dari Korupsl, Kolus1 dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ' 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahlang di Provinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndorwsia Nomor 4349); ' 



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 

4355
): 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuka_n 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan den Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaren 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4400): 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinl?han 
Daerah sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah 
Peng9antl Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang 
Tahun 2005 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 
4548); 

11 .Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan 
Kendaraan Bermotor Peror:angan Dinas Milik Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696): 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provins! dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan 
dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dan Pemerintah 
Pusat k_epada Pemerintah Oaerah Dalam Rangka Pelaksanaan 
Otonom, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4073); 



,.. 

Menelapkan 

17. Peratur~n Pemenntah Nomor 24 Tehun 2005 tentang Stondar 

Akutanst Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tohun 2005 Nomor 49.Tambahon Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

18.Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Deerah; 

19.Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinoon dan Pengawasan Penyelenggaraon Pemerintah Daerah 

(lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

l embaran Negara RI Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerinlah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Oaerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20. 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609); 

21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentan Perubahan 

Ketujuh Atas Kepulusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah: 

22.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara 

Penjualan Rumoh Negeri: 

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Tuntutan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah; 

24.Peraturan Menteri Oalam Negerl Nomor 15 Tohun 2006 tentang 

Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah: 

25.Peraturan Pemerintah Oatam Negerl Nomor 16 Tahun 2006 lenlang 

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah: 

20.Peraturan Menteri Oalam Negeri 17 Tahun 2006 tentng Lembaran 

Daerah di Serita Daerah: 

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tohun 2001 tentang 

Pedoman Penycrahan Barang dan Hutang Piutang Pada Oaerah 

Yang Baru dibentuk: 

28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang 

Sistem lnformasi Manejemon Btm1n9 Daerah:. 

Dengan Porsotujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 0AERAH KABUPATEN LEBONG 
dan 

BUPATI LEBONG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LEBONG 

BABI 
KETENTUAN \MUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1, Oae h 
I'll adalah Kabupalon Lebong; 

t P-...., 
- .. ..,.,ntah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong; 

3. l<ei>a1a Daerah adalah Bupati Lebong; 



~n perwalolan Rakyat Daerah odalah Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah 
A, l(abllPaten Lebong yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Lebong: 

5, 
seitretaris oaerah adalah Sekmtaris daerah Kabupaten Lebong: 

6. 5e1<retarial Oaerah adalah Sekretarlat Daerah Kabupaten Lebong: 

saran9 Milik Dae~ah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 
1- ataU perolehan la1nnya yang sah balk barang bergerak maupun tidak bergerak; 

pengelola Bar.ang Milik Daernh selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat ya!1g 
8· l)e!WCnang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan bar11ng mtllk 

daerah: 

9 
pengguna Barang Mflik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pe/abat 

· pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah; 

1
o.Kuasa Pengguna Barang milik daerah adalah Kepala Saluan kerja atau pejabat yang 

dilun]uk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya; 

11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat 
daerah selaku pengguna barang; 

12.Perencanaan Kebutuhan adalah keglatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik 
daersh unluk menghubungkan pengadaan barang yang lelah lalu dengan keadaan 
yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tinda!<,m pemenuhan yang akan 

datang: 

13.Pengadaan adalah kegiatan unluk melakukan pemenuhan kebutuhan baran:g daerah 

dan jasa: 

14.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna / kuasa pengguna dalam 
mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan lugas pokok dan 
l'ungsi SKPD yang bersangkutan: 

15.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang mllik daerah yang tidak dlpergunakan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsl SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, 
kerjasama pemanfaatan. bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak 
mengubah sta:lus kepemllikan; 

16.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 
lertentu dan menerima imbalan uang tunai: 

17.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusal dengan 
i>emerintah Oaerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa 
menerima imbalan dan setelah jangka wak1u tersebut berakhir diserahkan kembali 
kepada pengeJola; 

18-Ke~asama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain 
da!am Jangka waktu tertenlu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan 
P8J8k / Pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya: 



un Guna Serah ada1ah pemanfoalan barang millk daerah berupa tanah oleh pi~ak 
19,9.l~engan cars mendlrlkan bangunan dan / alau sarans beriku1 fasi1i1asnya. kemudian 

isln yagunakan oleh ~ihak lai~ lersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah 
d!69 pakali, untuk selanJutnya d1serahkan kembali tanah beserta bangunan dan I atau 
::;.na t>erikut fasililasnya setelah berakhirnya jangka waktu; 

sangun Serah Guna adal~h pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak 
zo.,ain dengan cara mendinkan bangunan dan / atau sarana berikut faslllta·s~ya, d~n 

selelah selesai_ pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh ,p1hak lam 
iersebul dalam 1angka waktu tertentu yang disepakati; 

penghapusan adalah Ttndakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang 
21·dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

n,embebaskan penggunaan dan I atau kuasa pengguna barang dan I atau pengelolaan 
dari ranggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 

penguasaannya; 

22
,pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai Undak 
1anju1 dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan. dihibahkan atau d1sertakan 
sebagai modal pemerintah daerah; 

2
3.Penjualan ada!ah pegalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan 

menerima penggantian da!am bentuk uang: 

24.Tukar Menukar Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik 
daerah yang di!akukan antara Pemerintah Pusal dengan Pemerintah Oaerah. antar 
Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat / Pemerintah Oaerah dengan pihak 
tain. dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang - kurangnya 
dengan nllai seimbang; 

25.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Oaerah, antar Pemerintah Oaerah atau dari Pemerintah Daeraih kepada 
pihak lain, tanpa memperoleh penggantian; 

28.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik 
daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan 
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal I saham daerah pada badan 
usaha daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah; 

27.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, 
dan pelaporan barang milik daerah sesual dengan ketentuan yang berlaku; 

28.!nventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan rpelaporan 
hasi1 pendataan barang milik daerah; 

29.Penilafan adalah suatu proses kegialan pene!itian yang selektif didasarkan pads data / 
lai<ta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode / tehnik tertentu untuk 
memperoleh nilai barang ml!ik daerah; 

30.Da1\ar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan OBP adalah daftar yang 
mernuat data barang yang digunakan oleh masing - masing pengguna; 

31.0ana defta r Barang Kuasa Pengguna. yang selanjutnya disingkat dengan DBKP ada!ah 
r yang rnemuat data barang yang dimiliki masing-masing kuasa pengguna; 

~Pihakt · · · . a,n adalah p1hak1>1hak selatn lembaga dan satuan kerja perangkat daerah; 



Pasal2 

,,
9 

milik daeroh mellputi : 
(ll 8'~arang yang dibeli etau diperoleh alas beban APBD; 

: : saran9 yang befasal darl perolehan lainnya yang sah, 

saran9 set>agaim~na dlmaks~d ~yat (1) huruf b meliputi : 
('.l) aarang yang d1peroleh dan h1bah / sumbangan atau yang sejenis; 

~: 88rang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian I kontrak; 

sarang yang diperoleh berdasarl(an ketentuan Undang- Undang. atau; 
; Baning yang diperoleh berdassrkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
· kekuatan hukum tetap. 

Pasal3 

1 
pengelolaan barang millk daeeah dilaksanakan beradasarkan asas fungisio~al, 

I 11tepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, ef1Siensi, akuntabilitas dan kepastian 

nilai. 

(2) pengelolaan barang milik daerah meliputi : 

8
. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 

b. Pengadaan; 
c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 
d. Penatausahaan; 
e. Pemanfaatan; 
r. Penggunaan dan pemeliharan; 
g. Penilaian; 
h. Penghapusan: 
L Pemindahtanganan; 
). Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 
k. Pembiayaan; 
L Tuntutan ganti rugl. 

BAS Ii 
PEJABAT PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pengelola Barang 

Pasal4 

(1)8upati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. 

(2) Bupati sebagai pernegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mepunyai 
'Wl!Wenang: 
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 
b. Menetapkan penggunaan, pemanratan atau pemindahtanganan tanah dan 

bangunan; 
c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang mitik daerah; 
d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan 

JJersetujuan DPRD; 
&. Menyetujui usul pemindahtanganan den penghapusan barang milik daerah sesuai 

1 
batas ke~?nangannya; 

· Meb nyetu1u1 usul pemnafataan barang milik daerah selain tanah dan / atau 
angunan. 



Paaal6 

retaris oaerah &dalah pengelola barang mllik daerah. 
,11~ . 

retoriS oacrah sebaga1 pengelola barang milik daerah berwenang den bertanggung 

{2) ~ b : . 
~4enetapkon peJabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; 
1· t.4eneliti dan menyetuJ.ul. rencana kebutuhan barang millk daerah: • 
b. Meoeliti dan menyetu1uI rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik 
e. h' daera • 1,1eng.J1ur pelaksanaan pemanfataan. penghapusan dan pemindahtanganan barang 
d. m~ik daerah yan~ te~h disetujui oleh Bupati; . . . 

r,4e1akukan koord1na,1 dalam peloksanaan inventari!lasi barang m,hk daerah, t Melakukan pengawasan dan pengendalian alas pengelolaan barang millk daerah. 

B1gl1n Kedua 
Pengguna Barang 

Pasal6 

Kepala SKPD selaku pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab : . 
,. 1,4engajukan reneana kebuluhan barang milik daerah bagi satuan keqa perangkat 

daerah yang dlpimpinnya kepada Bupali melalul pengelola barang; 
b 1,1engajukan pennohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang 
· mlhk daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada 

Bupati melalui pengelola barang: 
c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya: 
d. Menggunakan barang mifik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk 

kepentlngan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang pimpinnya; 
e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya: 
f. Mengajukan usu! pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah, dan I atau 

bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah sefain 
tanah dan I atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola barang; 

g, Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati 
melatui pengelola barang; 

It. Melakukan pengawasan dan pengendalian alas penggunaan barang mllik daerah yang 
ada dalam penguasaannya; 

i Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LPBS) dan 
laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya 
kepada pengelola barang. 

BAB Ill 
PERENCANAAN KEBUTUHAH DAN PENGANGGARAN 

Paaal 7 

(I) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan 
anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada. 

t2)~canan kebutuhan barang milik daerah sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) 
Ya ornan pada stander harga, standar kebutuhan akan barang dan data barang 

Ilg ada pada masing-masing SKPD. 

13) Stan1Jar ha din, ksUd rga, stander kebutuhan akan barang dan data barang sebagaimana 
denga . da!a~ ayat (2) ditelapkan ofeh pengelola barang selelah berkoordinasl 

an 1nstans1 atau dlnas teknis terkail 



P1salB 

i,tfl9guna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh 
(1) J<U3sa pengguna barang yang berada dibawah lingkungannya;. 

~ngguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daorah kepada 
f2) pengelOla barang. 

penge!OIB barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan 
(3) ,nemperhatikan d3:ta barang pada pengguna barang dan / atau pengelola barang untuk 

dllelllpl<an sebaga1 Rencana Kebutuhan Barang Mlfik Daerah (RKBMD). 

BABIV 
PENGAOAAN 

Pasal9 

per,gadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prlnslp-prinsip ef1Sien, efektif 
ransparan dan terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel. 

Pasal10 

(1) Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan 

(21 Haf..hal yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang mlllk daerah 
selain tanah diatur dengan peraluran, Keputusan Bupa!i dan sesuai dengan pera1uran 
perundang-undangan. 

BABV 
PENGGUNAAN 

Pasal11 

(1) Status penggunaan barang milik daerah dalam rangka mendukung pelayanan umurn 
sesuai dengan tugas pokok dan fvgsi SKPD ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

(2) Penetapan status sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai 

benllut: 
a Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada 

pengelota barang disertai dengan usul penggunaannya 
b. Pengelola barang meneliti usu! penggunaan sebagaimana dimaksud ayat 2 hurur (a) 

kepada Bupali untuk ditetapkan status penggunaannya. 

Pasal 12 

11) Penetapan status penggunaan tanah dan / atau bangunan dila.kul<an dengan kelentuan 
bahwa tanah dan / atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 
lugas pokok dan fungsi ipengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang. 

12) Pengguna barang dan I atau kuasa pengguna barang wapb menyerahkan tanah dan I 
:,iu bangunan yang tidak digunakan untuk kepenlingen penyetenggaraan tugas pokok 
ban fungsi pengguna dan I atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola 
arang. 



Pasal13 

pati 111enetapkan barang mmk daerah berupa tanah dan / at.au bangunan yang harus 
111 ~r13h1t.an oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan tagi untuk 

,,,eriyetell99arakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 

09
1
8

111 menetapka~ penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola 
(Z) l)arllng memperhatikan hal-hal sebagai benllu'l : 

star1dar kebutuhan tanah dan / atau bangunan untuk menyelenggarakan dan 
8· rnenunja~g tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan; 
b. t,tasil audit atas penggunaan tanah dan ( atau bangunan. 

) 
r,ndak lanjut pengelolaan ~tas_ penyerahan tanah dan / atau bangunan sebagaimana 

I' dimaksud pada ayat (1) mehput1 hal- hal sebagai berikut : . 
a. o~etapk~n status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungs, 

sKPO la1nnya; 
b. Oimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah. 

Pasal14 

(ti pengguna barang yang tidak menyerahkani tanah dan / atau bangunan yang tidak 
digunakan unluk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan 
kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan / 
atau bangunan dimaksud. 

(2) Tanah dan / atau bangunan yang tidak digurnakan sesuai dengan tupoksi SKPD dicabut 
penetapan status penggunaanya. 

BABVI 
PEMANFAATAN 

Bagian Pertanr.a 
Kriteria Pemanfataan 

Pasa115 

(1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang digunakan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang 
setetah mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa t:anah dan / atau bangunan yang diperlukan 
sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan 

persetujuan Bupati. 

(3) Pemanfaatan barang miflk daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang tidak 
dipergunakan sebagaimana dimaksud pas:al 13 ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna 
barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang. 

14) Pemanfaatan barang millk daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknls 
dengan memperhatikan kepentingan daera'h dan kepentingan umum 

Baglan Kedua 
Bentuk Pemanfaatan 

Pasal 16 

~~-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa : 

b p· . , 
C: K~J.am pakai; 
11. Ba l]asama pemanfaatan; 

ngun guna serah den bangun serah guna. 



Baglan Kotlg■ 
Sowa 

Paaal17 

pell~an barang millk daerah atas sebaglan tanah dan / atau bangunan 
(ll di!Sksanakan oleh pengguna setelah mendapalkan perselujuan dari pengelola. 

penyewaan baran~ milik daarah selain tonah dan / atau bangunan masih dipergunakan 
Pl oleh pengguna, d,laksanakan oleh pengguna sel.alah mendapatlam persetujuan dari 

pengelola. 

Pasal 18 

(
I) earall9 mili1< daerah dapat disewakan kepada pihak k.eUga / pihak lain sepanjang 

n-,enguntungkan daerah. 

(2) Jongka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama lima tahun dan depat 
diperpanjeng. 

(3) pe
0
yewaan dilaksanakan berdasaooin surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang• 

kUrannya memuat : 
8. Pihak -pihak yang lerikat dalam perjanjian: 
b. Jenis. luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; 
c. Tanggung jawab penyewa atas biaya opersional dan pemellharaan selama Jangka 

waktu penyewaan; 
d Peisyaratan lain yang dianggap perlu. 

l•l Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke 
rekenlng kas umum daerah. 

(5) Prosedur penyewaan dan besaran sewa diatur dengan peraturan dan / atau keputusan 

Bupati. 

Baglan Keempat 
Pinjam Pakal 

Paaal19 

(1) Pinjam pakai barang mllik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dengan 
Pemerintah Daerah at.au antar Pemerintah Oaerah. 

!2) Jangka waktu pinjam psksl barang milik daerah paling lama dua lahun dan dapat 
dipefpanjang. 

!3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang - kurangnya 
111emuat : 
8· Pihak - pihak yang terikat dalam perjanjlan; 
b. Jenis luas atau jumlah barang yang dlpinjamkan, dan jangka waktu; 
c. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasionat dan pemeliharaan selama jangka 

Wektu peminjaman; 
d. Persyaratan lain yang dianggap pertu. 

14) ~~rat-syarat pinjam pakai barang milik daerah diatur dengan penrturan dan I atau 
""VU\usan Bupati. 



Baglan Kollma 
Korjuama Pomanfutan 

Paeal20 

~a pemanraatan bamng milik daerah dengan pihak lain 

~ 9 goptlmalkan daya guna dan hasll guna barang milik daerah; 
, ".:1ngkstl11tn penerimaan pendapatan daerah. 

D, " Pas1121 

dilaks.anakan dalsm 

IC rjasama pemanfaatan barang milik daerah difaksanakan dengan bentuk : 
(1) e Kerjasama pemanfaatan berang milik daerah alas tanah dan I atau bangunan yang 

• · SU(!ah diserehkan oleh pengguna barang kepada Bupati; . 
ll Ke~asama pemanfaatan alas sebagian tanah dan / atau bangunan yang mas,h 
· digunakan oteh pengguna barang; 

t.. l(erjasama pemanfaat.an atas barang mifik daerah s,elain tanah dan / alau 

bangunan. 

l(etjasama pemantaatan alas barang mllik dserah sebsgaimana dimaks~ deism a_yat 
l2l (1} huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetu1uan Bupall. 

(3)~rjasama pemanfaatan alas barang milik daerah sebagaimana dlmaksud dalam ~yat 
(1) huruf b dan c dilaksanakan oleh pengguna barang setetah mendapat persetuiuan 
pengelola barang. 

Pasal 22 

111 Kerjasama pemanfaatan alas barang milik daerah dllaksanakan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Tidak tersedia atau tldak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya 

operasional I pemeliharaan I perbaikan yang diperlukan lerhadap barang milik 
daerah dimaksud; 

b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender / lelang dengan 
mengikutsertakan sekurang - kurangnya 5 peserta kecuali untuk barang milik 
daerah yang bersifat khusus. dapat dilakukan penunjukan langsung; 

c. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening Kas 
Umum Oaerah setlap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah 
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil ke~asama pemanfaatan; 

d. Besaran pembayaran kontnbusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama 
pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang d~etapkan oleh Bupati; 

e. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaat.an dilarang 
menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek 
kerjasama pemanfaatan; 

I. J~ngka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian 
dijandatangani dan dapat diperpanjang; 

g. Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama 
J>emanfataan disetor ke kas daerah setiap tahun setama Jangka waktu 
P8ngoperasi8n. 

l2) ~nangan penetapan pemanfaalan sebagian tanah dan / atau bangunan yang telah 
8up~~~kan pengguna. dilaksanakan oleh pengetola seteleh mendapat persetujuan 

13) =u~ biaya yang beri<enaan dengan persiapan 
a ataaan dibebankan kepacla pihak ketiga. 

dan pelaksanaan kerjasama 



Baglan Koenam 
Bangun Guna Serah 

Pa11123 

Guna Serah Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
~un. 
~~rinlah Oaerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan 
,. P merintahan Oaerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka 

;:nye1enggarasn tugas pokol< dan fungsl; 

ak tersedia dana datam Anggaran Pendapatan dan belanja Oaerah untuk 
i,. ;nyedlaan bangunan dan fasilitas dimaksud. 

un Guna Serah Barang Billk Daerah sebagaimana dimaksud _pada ayal (1) 
(7)~nakan oleh pengelola barang selelah merldapal perserujuan Bupatr. 

un Guna Serah dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutse,:t.akan 
Pl~una barang dan I atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

Pasal24 

) 
Jall9ka waktu Bangun Guns Serah paling lama tlga puluh tahun sejak perjanjlan 

(I dJtllndatangani. 

(%) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender dengan 
mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta. 

Pl pefal(sanaan Bangun Guna Ser_ah atas barang milfk daerah ditetapkan dalam surat 
petjanfian yang memuat antara lain : 
a, Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 
b,. Objek bangun guna serah; 
c. Jangka waktu bangun guna serah; 
dL Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian; 
e.. Persyaratan lain yang dianggap perlu. 

~)Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Bangun Guna Serah tidak 
dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah. 

Pasal25 

llitra Bangun Guna Serah milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah 
llpada Bupati pad a akhir jangka waktu pengoperasian, setelah d llakukan audit oleh aparat 
~n fungsional pemerintah. 

Bagian Ketujuh 
Bangun Serah Guna 

Pasal26 

ll)~ngun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan 
llQan ketentuan sebagai berikut : 

a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagl penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka 
Jlenyelenggaraan tugas pokolc dan fungsi; 

b. Tidak ~ersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Oaerah untuk 
Penyed1aan bangunan dan fasilitas dimaksud. 

Pl 8'an11un Se • . 
dila1tsa rah Guna Barang milrk daerah sebagatmana <limaksud pada ayat (1) 

II) nakan oleh pengefola barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

~~ Serah Guna dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan 
na barang dan I atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokolc dan fungsinya. 



Pasa127 

serah Guna paling lama tiga pul h t h 
,,gun u a un se)ak perjanjlan ditandatanganl. 

(tl II' 
""" mitre Bangun Serah G 

~ar- rtaken sekurang-ku una dilaksanakan melalul tender dengan 
ti) ,,,er,gikUtse rangnya lima peserta. 

.. : 
1
.,..18ksariaan Bangun Set ratah Gu.na alas barang millk daerah ditetapkan dalam surat 

~ r~ ·snJiaO yang memua an ra lam : 
pe'Jpitl9k•Pihak yang terkait dalam perjanjian; 
J. Objek bangun serah guns; 

·• b. Jangka waktu bangun serah guna; 
: . ,-iak dan kewaj!ban para plhak yang terkalt dalam perjanjian: 

•~• e. persyamtan la,n yang dlanggap perlu. 

5e(Tlua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun serah guna tidak 
• ~) d3pat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah. 

.. Paeal28 

sangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagal berikut: 
t,!itr3 aangun Serah Guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati 

'" segera setelah selesainya pembangunan: 
b. Mitra Bangun Serah. Guna dapat mendayagunakan barang mifik daerah tersebut sesuai 

;angka waktu yang drtetapkan dalam Surat Perjanjian: 
c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna tertebih dahulu 

diaudit oleh lnstansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BABVII 
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 

Bagian P&rtama 
Pengamanan 

Pasal29 

• ·· (1) Pengelola barang, pengguna barang dan I atau kuasa pengguna barang wajib melakukan 
... :. pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 

- t 

.,._ 

CllPengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pengamanan administrasl, pengamanan fisik dan tindakan hukum. 

Pasal30 

(l)Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikasikan atas nama Pemerintah Daerah. 

12) Barang milik daerah berupa bangunan harus difengkapi dengan bukti kepemilikan atas 
narna Pemerintah Oaerah. 

~)~~n~.mifik daerah selain tanah dan / atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti 
~ 1hkan atas nama Pemerintah Oaerah . 



u1rnpanan buk1i kepemilikan barang 'Iii< 

J 
pe11r· oleh pengguna barang I k m, daerah setaln tanah dan / atau bangunan 

~ken ua$8 pengguna barang. 

Bagl1n l<odua 
Pemelfh1ra1n 

Paaa131 

pengelola barang, pengguna barang don I atau kuasa pengguna barang bertanggung 

, l ;,,,3_b atas pelak~naan pemeliharaan barang mil/k daerah yang ada dfbawah 

~a~nya se~ua, dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang maik daerah yang 

,cta di ,nas,ng-masing SKPO. 

Pefaksanaan pemelihar~~-barang milik daerah ditetapkan dengan sural perintah kerja 

~ pelalcsanaan I surat pel)aniian I kontrak yang ditandatanganl oleh kepala SKPD. 

ifl~ pemeliharaen barang mifik daerah dibebankan pada Anggran Pendapatan dan 

I"' t,elanja daerah. 

Pasat 32 

(I) Kl/358 pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada 

dalam kewenar,gannya dan melaporl<an I menyampaikan daf!ar hasil pemeliharaan 

i,arang tersebut kepada pengguna barang secara berkala. 

(7) Pengguna barang atau pejabal yang ditunjuk menelitl laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 

satu rahun anggaran sesuai bahan untuk melakukan evaluasl mengenai evislensi 

pemefiharaan barang mmk daerah. 
BAB VIII 

PENILAIAN 

Pasal33 

Friaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah 

~ . pemanfaatan dan pemindahlanganan barang milik daerah. 

Pasal34 

Penetapan nnai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah 

dlalcukan dengan berpedoman pad a Stander Akuntansi Pemerinlah (SAP) 

Pasal35 

It) Penllaian barang mllik daerah berupa tanah dan I atau bangunan dalam rangka 

JJemanfaatan atau pemlndahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati. 

dan dapat melibalkan penilai independent yang ditetapkan oleh Bupatl. 

121 Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 

lllendapatkan nllal wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. 

Ill llasij penilaian ~arang mmk daerah sebagainana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

8upafi 

PasaJ36 

(I) Pei,il ... :.. 
k 

-..n barang mililc daerah selain tanah dan / atau bangunan dalam rang a 

~nfaatan atau pemindahtanganan dllakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola 

arang dan dapat melibatl<an penilal independent yang ditetapkan pengelola barang. 



' . 

• . , .... 

....ni!sian bars~ ~ilik daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dHaksanakan untuk 
~) ~apatkan nila1 wajar. 

~ penilaian barang milik daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dltetapkan oleh 

p) pen9e10la barang. 

BABIX 
PENGHAPUSAN 

Pasal37 

~pusan barang millk daerah meliputi : 
penghapusan dari daftar barang pengguna dan / atau kuasa pengguna 

a. penghapusan dari daftar barang milik daerah 
b, 

Paaal38 

(I) penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 hurvf a. 
(!ilalcukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam 
penguasaan pengguna barang dan I atau kuasa pengguna baran~. 

(7) penghapusan b.arang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
c1engan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengguna barang setefah 
mendapat persetujuan Bupatl atas usu\ pengelola barang. 

p) Pelaksanaan alas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya 
dllapori<an kepada pengelola barang. 

Pasal39 

11) Penghapusan barang milik daeragh dari daftar barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud 
6Uclah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. 

12) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat 
keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati . 

Pasal 40 

lij Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apa'bila 

barang milik daerah dimaksud : 
a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan, 

atau· 
b. Alas~n lain sesuai ketentuan perundang-undangan. 

12) :ernu$nahan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang 
er,gan keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

13) l>etak · be . sanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituaogkan dalam 
ll!aacara pemusnahan dan dilaporkan kepada pengelola barang. 



PEMtNo:~x 
Ba ANGANAN 

Bentuk-Be~~~ Pert.ma 
dan PeraetuJ~n 

Paaat 41 
#.i,entuk pemindatangenan 
'::..ii mer,puti : 
jl"p;njual3n 

sebagai tindak Jan·• d , ... , ala-$ 
penghapusan barang milik 

f 
1
~ r menukar 

~ tlibah · t penyertaan modal pemerintah daerat, 

&gian Kedua 
PonjuaJan 

Pasal 42 

10 
pen]ualan barang milik daerah dilaksanaka d 
a. Untuk optlmalisasi barang mllik daerah n engan pertimbangan : 
~- secara ekonomis lebil'l menguntungkan~"~ ~erleb1h atau idle; 

set>agai pelaksana ket.entuan ag ae,ah apabila dijuar; 
c. penmdang-undangan yang berfaku. 

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan seeara lelang, kecuali dalam hat-hat tertenlu. 

Pl Pengecualia~ _sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meUputi: 
a. Barang m1hk daerah yang bersifat khusus· 
b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut ole'h pengelola barang. 

Pasal43 

111 Peojualan barang milik daerah berupa tanah dan I atau bangunan dilaksanakan oleh 
peogelola barang setelah mendapat persetujuan Bupatl. 

Q) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan I a1au bangunan dila.ksanakan oleh 
pengelota barang setelah mendapat persetujuan Bupali. 

Pasa144 

n1 Pefljualan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 42 dilakUkan deogan ketentuan sebagai 

berilwt: . k ul penjualan kepad.a pengelola barang: 
a. Kua$a pengguna barang_ '!1enga1u ankau~ 1 penjualan yang dlajukan oleh pengguna 
b. Pengetola barang menehh dan meng !' usu 

barang sesuai dengan kewenangarinya, an untuk menyetujui atau tidak menyetujui 
c. Pengelola barang mengeluarkan keputus na bareng dalam batas kewenangannya: 

ttsulan penjualan yang diajuklln oleh pen~g~uan eupati atau OPRO. pengelola barang 
d. Unfuk penjualan yang menierlukan_ perse

3
~J rtimbangan atas usulen dimaKsud. 

mengajukan usul penjualan disertai deng pe 
Q) ngelola l)arang untuk penjuala~ 

Penertiiitan persetujuan pelaksanaan ale~ ~telah mendapat persetujuan Bupati 
$ebagaimana dimaksud pads huruf d dllalru n 
atau DPRO . ,. · seluruhn"" ke rekemrig kas umum 

'I llas .. b disetor 1 
-

d ij P8njualan barang mitik daereh WSJI 
aera1i sebagai perierimaan daerah 

_j 



: .. . 

Raglan l<otlga 
Tuk.ir Monuk.ir 

Pasa145 

,nenukar barang milik daerah dilaksanaka d . 
1 r.P' uk memenuhi kebutuhan operaslonal n engan pertimba~an : 

·~ •· Uni k optimalisasi barang milik daerah dpe~yelenggaraan pemenntahan; 
b UnlU _,.,.. d d I A , an, 
~ fidak ter"""'3 ana a am nggaran Pendapalan dan belanja daerah. 

fukar ,nenukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak . 
pi 

I 
pe,nerintah pus~.t dengan pemerintah daerah; · 

b: 9a<1an ~ha mihk negara I daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya; 

, swasta, 
d AJ1lllf pernerintah daerah. 

Pasal~ 

11 
fukarmenukar barang milik daerah dapat berupa: 

I 
I 

ranah dan I alau bangunan yang telah d!serahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati 
melalui pengelola barang; 

b. Tanah dan I ata~ bangunan yang maslh dlpergunakan unluk penyelenggaraan tugas 
pokok dan rungsa pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau 
penataan kola; 

, earang milik daerah selaln tanah dan I atau bangunan. 

12)Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan oleh pengelola 
!tlelah mendapat persetujuan Bupali. 

Pasal47 

~J Tukar menukar barang milik daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) 
huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagal beriku\ : 
a. Pengelola barang mengajukan usul lukar menukar tanah dan I atau bangunan kepada 

Bupali disertai alasan I pertimbangan dan kelengkapan data; 
b. Bupati mene!iti dan mengkaji alasan I pertimbangan pertunya tukar menukar lanah 

dan I atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridls; 
c. Apabila memenuhi syaral sesuai peraturan yang berlaku. Bupali dapat 

mempertimbangkan untuk menyelujul dan menetapkan lanah dan I atau bangunan 

yang akan dlpertukarkan; 
d. Tukar menukar ianah dan/ alau bangunan dilaksanakan melaluf proses persetujuan 

dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 46; 
•· Pcngelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada 

persetujuan Bupatl; 
f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus 

dttuangkan dalam berita acara serah terima barang. 

(!Jl!Jkar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) 
huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai benlurt : 
a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan I 

l>eltlmbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna 

barang· 
b. Pengek:>la baran11 meneliti dan mengkaji alasan / pertimbangan tersebut dari aspek 

c. leknis. ekonomis dan yuridis: 
A.i>ab1la memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat 

o ~penlmbangkan untuk mnyetujui sesuai batas kewenangannya; 
· eiJgguna barang melaksanakan lukar menu1<ar dengar, t,e,pedomon pad11 

Pl!f'Setujuan pengelola barang: 



clt1kSllnaan serah terlma bare 
e- P

1
1\l

3
n91<an dalam berita acara sera': 1 ~ang difepas 

d enma bararig. dan bararig pengganti harus 

Baglan Keempat 
Hlbah 

Paaa14a 

. ... b8rang mllik daerah dilakukan de 
~11:181 • • ngan p rt· b ~.~arnaan, 1<emanus1aan dan penyelenggaraa e rm angan untuk kepentingan soslal 
• n pemerlntah daerah. ' 

~bSh scbagalmana dimaksud pada ayat (1) h Ill,: aukan merupakan barang rahasia nega,.;: 
3

1\1$ memenuhi syarat sebagai berikut : 
Bukan merupakan barang yang men ua , • . 

b ftdak digunakan lagi dalam pen~elesa, ha1at hidup orang banyak: 
e. penyelenggaraan pemerintahan daerah. nggaraan lugas pokok dan fungsi serta 

Pasal49 

h barang milik daerah dapat berupa : 
·a. ranah dan I atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang· 
._ Tall8h dan I atau bangunan yang dari awal pengadaannya dlrenca~akan untuk 

c!illibahkan; 
, Se!ai~ tanah .dan I atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPO kepada 

Bupatr melalu1 pengelola. 

Pasal50 

11) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan b 
difaksanakan dengan ketentuan sebagai benlcut : 
a. Pengelofa barang mengajukan usul hibah tanah dan I atau bangunan kepada Bupati 

karena dengan alasan / pertimbangan dan kelengkapan data: 
b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 48: 
c. Apabila memenuhl syarat sesuai peraturan yang berlaku. Bupati dapat 

mempertimbangkan untuk menetapkan dan I atau menyetujui tanah dan / alau 

bangunan yang akan dihibahkan: 
d. Pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; 
e. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita 

acara serah terima barang. 

~ Hibah barang milik daerah sebagaimana d/maksud dalam pasal 49 huruf c, dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut : . • 
8• Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang drsertar alasan I 

l>ertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna 

barang· · b. AA . ' • be"' ku pengelola barang dapat 
""'abira memenuhl syarat sesua1 peraturan yang 118 

, • 
lllemper1imbangkan untuk menyetujui sesuai betas kewenangannya. hn e. p . be....-Aoman pada perse,u1uan 
engguna barang melaksanakan h1bah dengan ,.,...~ 

a :ngelola barang: d a kan dalam berita 
. elaksanaan serah terima barang y@ng dihibahkan harus itu ng 

3tar a serah terima barang. 



Bagl•n l<otfrn 
Penyertaan MOdal p 1 

•rnertntah Dae,.h 

Pasa151 

~n modal pemerintah daerah atas baran . . 

~f't"'!~n. pengembang~n dan peningkatan ki . 9 miJik daerah dllakukan dalam rangka 

~ iaitlnya yang dim11D<i oleh pemerintah d llelja badan usaha milik daerah atau badan 

~ answasta. 

. r,gan penyertaan modal daerah d'laksa 

I ~~I pengadaannya direncanakan 
1 

1 
k nakan at.as barang mifik daerah yang 

# akan lebih optimal apabila dilakuka un u ~nyertaan modal dan barang milik 

' ~h n mela!u1 pemyertaan modal. 

Paaal52 

. ..-1113n lebih lanjut me~genai tata cara pelaksanaan penjualan lukar menukar hibah dan 

I 
.,~ n,odal pemenntah atas barang ·rile dae . · · 

~art . mi I rah d1alur dalam peraturan dan I atau 

~ eupab dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang mlllk 

~ 
BABXI 

PENATAUSAHAAN 

Baglan Pertama 
Pembukuan 

Pasal53 

tfl lCuasa pengguna barang I pengguna barang harus melakltkan pendaftaran dan 

ptntatalan barang mlllk daerah ke dalam Oaftar Barang Kuasa Pengguna (OBKP) / 

Oaflilr Barang Pengguna (OBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

~Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah 

tien,pa lanah dan / atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Oaerah (DBMD) menurut 

penggolongan barang dan kodefikasi barang. 

ruPenggolongan dan kodefikasl barang daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan 

~ (2) ditetapkan oleh Menleri Oalam Negeri berdasarkan ketenluan yanga berlaku. 

Pasal 54 

ru1euasa pengguna barang / pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemllikan 

barang milik daerah selain tanah dan I atau bangunan yang berada dalam 

~uasaanya. 

~fltngelola barang harus menyimpan dolcumen kepemililcan tanah dan I atau bangunan 

~ beracta dalam pengelolaaMya. 

~p 
~ 9una barang melakulcan 

dalam rlTTla tahun. 

Baglan Kedua 
lnventarisasl 

Pasal55 

inventarisasi barang mifik daerah sekurang-kurangnya 



•'1<3" dari ketenltlan ayat ( 1) 1 rh r,.~ n kontruksi dala . e ndap barang mlllk daerah yang bcrupa 
.,.. .,.e<tillln da m pengel)aan, pcngguna barang melakukan inventarisasi 

~;ptshUO, 

~una t,arang menyampalkan laporan hasll inveotarisasi sebagaimana dimaksud 
~ . ..18 l!)1rt (1 >. dan_ ayat (~) k~pada pengetola barang selambat-ambatnya liga tahun 

~te13h se1esa1nya inventansas1. 

Pasal 56 

. .....aol8 t,arang melakukan lnventarisasi barang mllik daerah berupa tanah dan / atau 
~n yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima lahun 

Baglan Ketiga 
Pelapor.rn 

Pasal57 

l l(uasa pengguna barang harus menyusun laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran 
(I.BKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPTI untuk disampaikan 
kej)ada pengguna barang. 

~) Pen99una barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan 
Laporan Barang Pengguna Tehunan (LBPn untuk disampaikan kepada pengelola 

barang. 

P) Pengelola barang harus menyusun laporan Berang Milik Daerah (LBMD} berupa tanah 
dan / atau bangunan semesteran dan tahunan. 

(I) Pengelola barang harus menghimpun Laporan Sarong Pengguna Semesteran (LBPS) 
dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
serta Laporan Barang Milik Oaerah (LBMD) berupa tanah dan / atau bangunan 
sebagaJmana dimaksud pada ayat (3). 

~) Penge!ola barang harus menyusun Laporan Barang Millk Oaerah (lBMD) be«lasarkan 
hasij penghimpunan laporan sebageimane dimoksud pads ayat (4). 

Pasal58 
llporan Barang Milil< Oaerah (LBMD) sebagaimana dimaksud daalm pasal 57 ayat (5) 
'91lal<an sebagal bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. 

BABXII 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Baglan Pertama 
Pembinaan 

Pa$al 69 

11)1.t.... • . ""'1llell Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang mHik daerah. 

~"'enteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan 
llengetolaan barang mlHk daerah sesuai dengan kebijakan sebagalmana ayat (1). 



'l . ., 

. . 

' .. 

p Bagian Kedua 
engawaean dan Pengendallan 

Paut60 

.....nauna barang melakukan pemantauan d 
1 ~) ~""nfaatan, pemindahlanganan. nata an penertJban terhadap penggunaan, 

~"" mlllk daerah yang berada dlba':ah usahaan, pemefiharaan dan pengamanan 
Cl"'"" penguasaannya. 

iak53naan pemanlauan dan penertiban b 1 Q,pe k~ntor / satuan kerja dilaksanak 
I 

se aga mana yang dimaksud pada ayat (1) 
~tu an o eh kuasa pengguna barang. 

111
iwasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas 

I" ~sio~al untuk m~lakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan peneftiban 
,e1>agaImana yang d1maksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(-0 ,cuasa pengguna barang dan pengguna barang menindak lanjuti hasil audit sebagaimana 
dinaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 61 

(1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan lnventigasi atas 
pe!aksanaan penggu~aan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, 
dalam rangka penertIban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang 
milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 

pJSebagai lindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola barang dapat 
meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan 
penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang mlllk daerah . 

ll)Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang 
untult dltindaklanjuti sesuai ketenl:uan perundang-undangan. 

BAB XIII 
KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasa162 

I Pejabat / Pegawal yang melaksanak~n peng_elola~n barang mmk daerah yang 
menghasilkan penerimaan daerah dapat d1benkan msenlif. 

Pejabat / Pegawai selaku pe119urus barang dolom melaksanakan tugas rutinnya diberikan 
lllnjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

Pembenan insentif dan f atau tunjangan kepada Pejabat I Pegawai yang melaksanakan 
Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Oaerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan 
barang milik daerah. 

Pasal63 
~ I 

&rang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum I baden layanan umum 
~ -rah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan 
~ 181an badan layanan umum I badan layanan umum daerah yang bersangkutan. 

~ ~~an barang millk daerah sebagalmana dimaksud pad ayat (1) menglkuti 
i......::- yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, kecuali lerhadap barang-barang 
~"'"IU yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang Sadan Lsyanan 

um. 



BABXIV 
GANTI RUG! DAN SANKS! 

PautS4 

~.riaP 1<enJglan dae~h akibat kelalaian, penyalahgunaan I pelanggaron hukum atas 
1~1aan baradng millkd daerah diselesalkan melalui tuntutan genii rugi sesuai dengan 
l""~wrsn pen.1n ang-un angan. 
j,sl8 
seti'P pihak yang_ mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
#eoakB" 59nkS1 admlnlslrasl dan / alau sanksl pldana sesuai dengan peraruran 
~ 3ng-undangan. 

BABXV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Paaal65 

aa,allll rnllik daerah berupa. ~na~ dan I atau bangunan yang telah ada sebelum 
U t,erlakunya Peraturan Daerah int waJtb dilakukan lnventarisasl dan diselesalkan dokumen 

~pemilikannya. 

(I) 1nven1arisasi d_an penyelesaian dokumen kepemmkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur le~1h Ian/~ oleh pengelola barang berkoordlnasi dengan tembaga yang 
i,,er1anggung iawab dlb1dang perpertanahan nasional dan instansi teknls terkait. 

semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanean ketentuan pada ayat (2} 
d:l)ebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66 

Hal-llal yang belum diatur dalam Peraturan 0aerah ini sepanjang mengenai pelaksanannya 
lialur dan d~etapkan lebih lanjut ole'1 Peraturan dan / atau keputusan Bupati 

Pas-167 

Peraturan daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan 
II.jar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Oaerah ini 
!fergan penempatannya dalam Lembaran 0aerah Kabupaten Lebong. 

Oitetapkan di Tubei 
pada tanggal !1.1 - .9- 2010 

BUPATI LEBONG, 

Diundangkan di Tubei 
Padl tanggal .l ~ _ ,_ 2010 
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~ 
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